Prof.Dr.Ir. Rahardi Ramelan

Sebagai pengantar sekaligus membuka cara workshop  “Kreatifitas, HaKI dan Hak Azasi Manusia”, Rahardi Ramelan selaku chairman CSDT kembali menegaskan bahwa salah satu tuntutan dari reformasi adalah perbaikan dalam sistem hukum yang dapat menjamin keadilan dan HAM. Berkaitan dengan thema workshop, salah satu satu tuntutan dari penegakan sistem hukum yang berkaitan langsung dengan penyelengaran HAM adalah hak untuk pengembangan kratifitas di dalam masyarakat. Sedangkan untuk mendorong pengembangan kreatifitas ini perlu ada jaminan hukum atas karya yang dihasilkan oleh kreatifitas itu sendiri, dan itulah yang kemudian disebut dengan HaKI.

Keberadaan HaKI pada dasarnya bukan wacana baru, tapi kemudian menjadi asing ketika proses sosialisasi tentang HaKI ini masih relatif rendah. Masalah dalam industri musik di Indonesia, persoalan meniru merek dagang, masih relatif rendahnya aplikasi paten atau persoaan pelanggaran HaKI dalam vidio compact dist semua adalah contih dan bukti ada persoalan dalam dalam perlindungan atas kekayaan intelektual ini. Maka workshop ini diharapkan dapat mengangkat isu-isu HaKI ini kepermukaan sembari mencatat persoalan HaKI lainnya. Hasil worksop ini kemudiaan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam melihat persolan HaKI di negara kita serta sekaligus menjadi promosi bagi HaKI itu sendiri.

Iskandar Alisyahbana

Pada worksop ini Iskandar Alisyahbana merupakan Keynote Speaker dan mengambil tema “Development as Freedom”. Beliau juga adalah staf Ahli CSDT.

Dengan mengunakan isilah “budidaya-baru” Alisyahbana menjelaskan betapa pentingnya pengembangan dalam arti seluas-luasnya daya kreatifitas yang tersedia pada masyarakat. Kemampuan untuk mengoptimalkan potensi kreatifitas ini adalah suatu yang given dan merupakan hak azasi dari manusia. Sangat tidak arif jika kemudian itu dibatasi atau dihalang-halangi, kratifitas memberi ruang untuk berkompetisi dan berapresiasi seiring dengan perkembangan fikir manusia. 

Pada proses selanjutnya seiring dengan meningkatnya kreatifitas masyarakat dan dipengaruhi oleh teori ekonomi pasarnya Adam Smith, muncul konsep hak atas kepemilikkan karya intelektual. Konsep ini kemudian di Undang-Undangkan. Penjaminan atas hasil karya intelektual ini dimaksudkan untuk meransang pertumbuhan kreatifitas, menjamin kepemilikan suatu hasil kreatifitas serta menjadikan hasil kreatifitas intelektual memiliki nilai pasar dalam artian ekonomis tersendiri.

Pada tataranini Iskandar Alisyahbsana melakukan kritikan. Pelaksanaan UU paten dan copyright telah membuka jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin atau antara negara kaya dengan negarta miskin serata kecendrungan munculnya prilaku monopoli oleh sekelompok orang atau kelompok tertentu. Kemudian dengan melemparkan pertanyaan apakah dengan perkembangan zaman yang memasuki globalisasi serta peradapan knowledge, masih perlukah mempertahankan keberadaan sistem panten atau copyriht. Mempertajam kritikan, Alisyahbana memberi contoh beberapa tokoh intelektual yang memberikan kritikan serupa atas penerapan teori ekonomi pasar bagi kekayaan intelektual ini. Salah satu kritikan yang datang adalah dari seorang pemikir dari kampus MIT, Richard Stall. Ia mendirikan The Free Sfotware Movement, disini semua orang dibebaskan serta diransang untuk memanfaatkan software. Mereka dipersilahkan untuk meng-copy, mengubah atau memperbaiki sebuah software. Pemikiran ini memandang dengan semakin banyak orang memanfaatkan ( karena suatu karya intelektual diciptakan untuk meningkatkan harkat manusia ) maka semakin cepat tumbuh serta berkembangnya suatu ilmu. Ketika suatu hasil karya intelektual dinikmati oleh banyak orang bukan berarti menurunkan nilai krteatifitas yang dimunculkan dari karya tersebut. Bahkan sebaliknya, banyak hasil karya intelektual tidak dapat dimanfatkan oleh masyarakat, contoh ketika obat vaccine ditemukan ternyata tidak dapat membantu masyarakat miskin pada daerah tropis, karena nilai paten yang ada pada obat tersebut. Akhirnya, Alisyahbana mengajak intelektual sadari dari keangkuhan intelektual dan mengajak untuk melakukan pencerahan kepada teori ekonomi pasarnya Adam Smith.

A.Zen Umar Purba.

Pembicara adalah Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Perundang-undangan dan HAM. Pada workhsop ini ia membawa makalah dengan tema “Peran HaKI dalamm Menumbuhkan Kreatifitas Usaha”.

Menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Rahardi Ramelan pada awal acara, A.Zen mencoba memaparkan perkembangan HaKI pada kondisi kekinian terutama dalam menyoroti kesiapan sistem perundang-undangan dalam mendorong dan melindungi karya intelektual serta peluang untuk melakukan promosi HaKI ke depan.

Memasuki tahun 2000 HaKI telah bergulir secara resmi dalam koridor globalisasi,artinya pengakuan hukum disatu negara secara konseptual tidak berbeda dari yang ada di negara lain. Begitu juga dengan ruang lingkup HaKI mengalami perkembangan, HaKI tidak lagi hanya mengurusi hak atas cipta, paten dan merek tapi sekarang telah meliputi hak atas desain industri, tata letak sirkit terpadu seperti rahasia dagang dan industri geografis. Hal ini sejalan dengan penataan HaKI dalam wadah World Trade Organization ( WTO ), yang didalamnya juga terlampir Agreement ontrade Realated of Intelectual Property ( Persetuan TRIPs ). Kenyataan ini yang nantinya mendorong untuk perlu melakukan ratifikasi terhadap perundang-undangan HaKI ( UU hak cipta, UU paten dan merek )di Indonesia. Ratifikasi ini kemudian diharapkan dapat memacu kreatifitas, kerena dengan perbaikan sistem perundang-undangan berarti terjamin hak kepemilikan yang akhirnya melahirkan hak serta kewajiban bagi pemiliknya.

Melihat perkembangan sistem perundang-undangan HaKI di Indonesia, A.Zen menjelaskan bahwa undang-undang HaKI merujuk pada peran HakI sebagai pendukung kegiatan untuk menghasilkan karya-karya intelektual.Hal ini dapat terlihat nyata pada implementasi UU No 6 tahun 1989 trentang hak paten, UU No 13 tahun 1997 yang memberi perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap perkembangan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi atau UU No 19 tahun 1992 dalam kaitannya dengan merek.Sebagai sebuah perundang-undangan, UU HaKI mengatur tentang ruang lingkup karya intelektual ( hak dan kewajiban ), tata cara mendapatkan HaKI termasuk pendaftaran HaKI secara internasional, jangka waktu perlindungan serta prosedur pemeriksaan. Terobosan baru yang juga dilakukan adalah tersedianya paten sederhana bagi hasil karya kreatif yang tidak berteknologi tinggi. Untuk paten sederhana ini persyaratannya lebih ringan dan jangka waktu perlindungan juga tidak begitu lama. 

Untuk melindunggi HaKI ini, UU HaKI telah mengatiur sangsi hukum bagi pelanggar dan diperkenalkannya sistem Penyelidikan Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ), yang bertugas membantu penegakan HaKI.

Berhubungan dengan misi dari Dirjen HaKI dalam mempromosikan HaKI, narasumber melihat bahwa permintaan paten lokal masih tergolong rendah sekitar 2,4% dan 2,36 permintaan paten sederhana. Rendahnya permintaan paten ini pada dasarnya gejala global, tetapi melihat jumlah penduduk yang banyak dan ketergantungan akan produk asing tinggi menjadikan ini persoalan tersendiri bagi Indonesia. Peluang besar bagi kita justru dengan mengedepankan kekayaan hayati, dan ini menmjad lahan bagi peneliti untuk segera dipatenkan. Melihat banyak sumber hayati ini menjadi rujukan bagfi pihak luar untuk kepentingan penelitian. Persoalan lain adalah masih lemahnya pemahaman HaKI, sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Rahardi bahwa masyarakat kita masih belkum menghargai HaKI, contoh persoalan peniruan merek. Kita sering mendapat kritikan dari pihak luar negeri. Kepercayaaa untuk menggunakan merek dalam negeri masih kurang, ini sebetulnya seiring dengan gejala dari konsumen yang cenderung konsumtif dan memilih-milih. Belum lagi persoalan pembajakan kaset yang semakin hari semakin terbuka dan seakan-akan legal, tapi banyak aspek ang perlu dibahas ketika mencermati berbagai persoalan ini.

Josh Luhukay

Mewakili dari para praktisi Software Computer, Josh Luhukay tampil dengan makalah “HaKI Perananya dalam Industri Perangkat Lunak”.

Pada awal paparannya Josh Luhukay menjelaskan perbedaan antara hak paten dengan copyright dalam konteks industri perangkat lunak. Hak paten terletak pada algoritma, sedangkan penerapan dari algoritma adalah copyright. Oleh karena itu algoritma dapat dipatenkan sedangkan penerapan dari algoritma (copyright) tidak bisa. Sebagai contoh pengembangan pada microsof, microsof tidak dapat disebut copyright tapi berhak atas paten.

Kerumitan menetapkan suatu hasil karya pada industri perangkat lunak ini berhak memiliki copyright atau tidak sejalan dengan cepat dan panjangnya proses pengembangan pada industri perangkat lunak itu sendiri. Akibatnya copyright sering dipertentangkan dan ketika memasuki proses hukum kembali terganjal kepada proses itu kembali.

Untuk menjelaskan perkembangan industri perangkat lunak di Indonesia, Josh Luhukay melihat masih terfokus pada proses aplikasi atau integrasi. Pengembangan itu sendiri masih banmyak mengabaikan HaKI. Persoalannya disini adalah UU HaKI masih banyak berfihak pada dan menguntungkan orang lain. Sejalan dengan pemikiran A. Zen proses sosialisasi dan memperbanyak promosi HaKI merupakan agenda kedepan yang mendesak. Sosialisasi dapat dilakukan di sekolah-sekolah atau kampus yang notabene adalah kelompok pontensial dalam pengembangan ilmu seperti perangkat lunak. Strategi ini dapat dimulai dengan menyediakan wadah bagi pengembang untuk sharing dan mendorong industri perangkat lunak  berkadar profesional tidak terlalu komersial.

Mawarwati Djamaluddin,Diplom.Pharm.

Narasumber adalah Sekretaris Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan RI. Dalam workhsop ini membawa makalah “ Peran HaKI dalam Industri Obat-Obatan dan Makanan “.

Melihat peran HaKI dalam industri obat-obatan dan makanan ada dua pertanyaan menarik yang dikedepankan oleh narasumber. Pertama, Sejauh mana penerapan HaKI bagi industri farmasi nasional serta sejauh mana industri farmasi nasional telah memanfaatkannya. Kedua, Bagaimana peran HaKI dalam industri farmasi nasional ancaman atau peluang.

Industri farmasi di Indonesia sebahagian besar merupakan industri manufaktur farmasi yang berorientasi pada formula obat jadi, dan untuk kebutuhan tersebut masih tergantung pada bahan bak dari impor. Lemahnya industri Litbang di Indonesia dikarenakan tingginya biaya untuk melakukan penelitian. Disamping itu cepatnya propses pengembangan produk baru yang nantinya akan membawa konsekwensi pada prilaku pasar juga kendala tersendiri dalam industri Litbang. Adapun peluang untuk bersaing dengan pihak luar yang memang padat modal adalah pada pengambangan obat tradisional yang bahan bakunya tersedia di Indonesia.

Sejalan dengan A.Zen, Mawarwati menjelaskan lebih tajam lagi bahwa kekayaan habayati dimana tercata lebih kurang 30.000 jenis tanaman dengan komposisi 940 species telah ditemuka khasisatnya dan sekitar 180 species telah diramu menjadi obat tradisional. Ini merupakan modal untuk peneliti lokal dalam bersaing dalam dunia farmasi. Peluang ini semakin memperlihatkan kondisi yang menjanjikan terutama ketika ada kecendrungan global hari ini untuk “back to nature”. Dimana masyarakat lebih banyak memilih pengunaan obat-obat tradisional untuk menghindari efek-efek negatif dari pengunaan obat biasa. Meskipun mesti disadari kecendrunga pasar ini sekaligus tantangan bagi penemu lokal, banyak peneliti luar sekarang berlomba-lomba mencari kandungan yang terdapat pada kekayaan hayati. Sebagai contoh saja sekarang seorang peneiti Amerika Serikat dan seorang peneliti Jepang telah menemukan dan mempatenm hasil temuannya manfaat dari Kunyit  dan Mangkudu ( Pece ) bagi pencegashan kangker serta penghambar berkembangnya virus HIV.

Rinto Harahap

Seorang pencipta lagu, ketua Asosiasi Musik Indonesia dan konsen memperjuangkan perlindungan bagi para pencita lagu.

Berbeda dengan Alisyahbana, Rinto Harahap sebagi wakil dari kalangan seniman ( pencita lagu ) menjelaskan bahwa keberadaan HaKI dengan segala perangkar perundang-undanganya merupkan sesuatu yang ditungu-tunggu dan berharapo perlu didukung oleh semua pihak. Sosialisasi HaKI dilihat dari lamanya konsep ini seharusnya sudah sampai pada titik pemahaman, baik oleh penegak hukum yang akan mengawasi berjalannya hukum, atau oleh masyarakat sebagai konsumen maupun oleh pencipta itu sendiri sebagai orang yang mempunyai hak atas suatu karya.

Kewtiga elemen ini selama ini lemah. Masyarakat lebih bangga membeli kaset banjakan dibandingkan yang original, dan memang harganya lebih murah. Perdagangan kaset bajakan belakangan ini justru semakin banyak dan terang-terangan. Aparat keamanan serta perangkat penegak hukum lainnya terlihat masih lamban dalam mengatasi kasus-kasus pembanjakan. Dari 160 kasus 99% diantaranya hanya diberi hukum percobaan. Pada hal menurut undang-undang setiap pembnajak akan diberi hukuman 7 bulan penjara serta denda 100 juta. Penertipan penjual kaset bajakan terpaksa dihentikan hanya karena orang ang menjual adalah rakyat kecil, yang secaa tidak sengaja kita telah mendidik masyarakat untuk melanggar hukum dan tidak sadar hukum. Tidak jauh berbeda dengan kedua elemen di atas para pencipta lagu pun banyak yang tidak paham dan mengerti dengan hak yang dimilikinya. Contoh di Jepang royalty atas karya Gesang dari tahun 1950 sampai 1974 saja sudah terkumpul sebanyak 500 US dollar, tapi itu tidak bisa diambil karena Gesang tidak tercatat sebagai anggota asosiasi tersebut. 
Dengan kembali menekankan perlunya penegakan HaKI, untuk memajukan musik nasional yang akhir-akhir ini telah mampu menembus pasar internasional, Rinto Harahap menutup paparannya.          

Syamsul (Masyarakat HaKI, Pembajakan Hak Cipta dan Pornografi     Indonesia)

Banyaknya pembajakan dan meniru karya orang lain jelas pelanggaran atas HaKI yang secara tidak kita sadari sering dipertontonkan dihadapan umum. Lemahnya pemahaman ini membuktikan pemahaman serta penghargaan masyarakat terhadap hasil karya sangat minim. Kondisi ini diberburuk dengan prilaku aparat keaman yang tidak bermoral dalam menegakan hukum. Munculnya pendeking-pendeking sudah menjadi rahasia umum dan merupakan penyakit bangsa ini. Artinya, marak dan semakin banyaknya kreatifitas masyarakat tidak sebanding atau tidak diiringi dengan membaiknya supremasi hukum.

Zen Umar 

1. Masalah HaKI bisa masuk disemua dimensi kehidupan, intelektual tidak hanya berupa hasil kerja seseorang tetapi berhubungan dengan nilai-nilai dan cita-cita luhur serta itu bahagian dari sesuatu yang kondrati. Tetapi bukan berarti kita terjebak dengan pemikiran yang dilontarkan oleh Alisyahbana. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu sangat perlu, setiap orang memiliki potensi untuk mengembangkan pemikiran melalui karya-karya intelektualnya tapi tidak semua orang sangup mengembangkan dan tergantung pada usaha maka bagi mereka yang berusaha wajar jika memperoleh perlindungan atas usaha kreatifitas yang dikembangkannya.

2. Mengusulkan bagaimana untuk setiap makanan perlu diberlakukan sertifikat halal, karena makanan halal pasti sehat tapi belum tentu makanan yang sehat itu halal.

3. Sistem pendaftaran HaKI diubah karena banyak para “kreativator” kita yang berpendidika rendah sehingga hambatan teknis untuk memperoleh HaKI, ini trjadi seperti kasus Gesang.

4. Advokasi perlu dilakukan untuk sosialisasi peningkatan pengetahuan kepada masyarakat, pengusaha kecil dan menengah.

Heliarti (Institut Teknologi Bandung)
1. Tujuan dari HaKI adalah bagaimana terjadi pemerataan pada sosial welfare.  Untuk itu sebaiknya HaKI di Indonesia bukanlah sebagai sesuatu yang independen tapi sebagai satu rangkaian dari seluruh sistem ekonomi. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistim HaKI yang majemuk dalam kaitannya pada seluruh sistem ekonomi, jadi keduanya bukan dua hal yang terpisah.

2. Maka perlu dibuat suatu unit manajemen yang membantu pengelolaan aset kekayaan intelektual bangsa, seperti pemungutan  royalty, proteksi, membisniskan dan lain-lain. Sehingga untuk urusan tersebut bukanlah tangung jawab peneliti itu sendiri.

3. Kekayaan intelektual domistik menjadi aset pembangunan nasional.

4. HaKI tanpa enterpreneurship tidak ada apa-apanya

5. Perlu dibuat Insurance Technology

Syam (Fakultas Hukum UNAS)

1. Undang-Undang HaKi sebagai perangsang kreativitas mengacu pada dua akses kreativitas:

1. Kreativitas Shadow

2. Kreativitas Tiruan/ Mimesis

2. Kreativitas Mimesis ini sering mengarah pada peniruan atas sesuatu yang telad ada sebelumnya tapi tidak mengikuti standar prosedur/izin yang ada. Ini artinya para intelektuak kita banyak yang tidak memperdulikan kode etik.

3. Bagimana kalau setiap makanan menggunakan sertifikasi halal? Karena setiap makanan yang halal pasti sehat sementara makanan yang sehat belum tentu halal.

4. Bagaimana kalau sistem pendaftaran HaKi diubah? Karena banyak para “kreativator” kita yang tidak memiliki tingkat pendidikan yang cukup sehingga hasil kretivitas mereka mengalami hambatan teknis untuk measuk dalam lingkup lembaga HaKI, seperti kasus ATP dan gesang.

5. Sosialisasi serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan Haki perlu dilakukan kepada masyarakat, pengusaha kecil dan menengah

Aris 
1. Saat ini kita perlu memasyarakatkan penemuan-penemuan yang nantinya diharapkan dapat merangsang penemuan-penemuan baru di Indonesia

2. Institute penemuan Indonesia perlu didirikan di THC sekaligus pemberian gelar penemu. Hal ini perlu dilakuakn dalam rangka menstimulan kretivitas penemuan-penemuan baru

3. Perlu membuat Website Hak-hak Paten yang ada di Indonesia secara on line

4. Kita juga perlu menerbitkan buku-buku penemuan baru dari tingkat SD s/d Universitas dengan tujuan yang sama dengan sebelumnya

5. Event-Event atau festival-festival penemuan-penemuan terbaru perlu diangkatkan

